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PENETAPAN
Nomor 1575/Pdt.G/2018/PA.Gsg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 November
2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1575/Pdt.G/2018/PA.Gsg,
tanggal 07 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya
berlangsung di Propinsi Jawa Barar pada tanggal 24 April 1994,
berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Nomor : - tertanggal
24 April 1994;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang

tua Termohon di Kelurahan Pasar baru Tengerang Propinsi Jawa Barat
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selama 5 tahun, kemudian pindah rumah dengan tinggal di rumah
kediaman bersama di Kecamatan Punggu selama 19 tahun lamanya
sampai dengan berpisah ;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2016 rumah tangga
Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan
pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah
Termohon tidak bisa di atur dan maunya menang sendiri dan sering
melawan Pemohon serta tidak menghargai Pemohon sebagai seorang
suami;

5. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon,
Termohon bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari Pemohon;

6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2018 yang menjadi penyebabnya
adalah Termohon maunya menang sendiri setiap kali di nasehati oleh
Pemohon,Termohon sellau membantah dan seakan tidak menghargai
Pemohon sebagai kepala rumah, sehingga terjadi pertengaran yang hebat
antara Pemohon dan Termohon, setelah bertengkar Pemohon memutuskan
untuk pergi dari rumah, Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon di
Kampung Asto Mulyo, dan Termohon Tetap tinggal di rumah kediaman
bersama di Kampung Asto Mulyo, sehingga terjadi pisah rumah antara
Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan selama 5 bulan lamanya dan
sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling
memperdulikan lahgi;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga
dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga maupun aparat Desa
untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, nhamun usaha tersebut tidak
berhasil;

8. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit

untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan
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pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon
telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan
Agama Gunung Sugih Kelas | B;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Gunung Sugih, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi
dengan mediator Hakim Ahmad Saprudin,S.Ag.,M.H., sebagaimana laporan
mediator tanggal 27 November 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan
jawaban dan gugatan rekonvensi dan Pemohon mengajukan replik, kemudian
mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan AKta Nikah;

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk
mencabut permohonanya karena telah rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa terhadap pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Termohon
menyatakan tidak keberatan karena memang telah rukun lagi dengan

Pemohon;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah jawaban Termohon, Pemohon menyatakan
mencabut permohonannya karena telah rukun lagi dengan Termohon dan
Termohon menyatakan tidak keberatan dengn pencabutan tersebut, karenanya
sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, permohonan pencabutan
tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun oleh
karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7
tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009
tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
1575/Pdt.G/2018/PA.Gsg. dari Pemohon;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah
Rp451.000,00 (Empat ratus Lima puluh Satu ribu rupiah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs.
Aripin,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Sobari,S.H.I . dan Uswatun
Hasanah,S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Fatma,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan

Termohon;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd, Ttd,
Sobari, S.H.I. Drs. Aripin, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Ttd,
Uswatun Hasanah,S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd,
Fatma,S.H.
Perincian biaya :
1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp50.000,00
3. Panggilan Rp360.000,00
4. Redaksi Rp5.000,00
5. Meterai Rp6.000,00
Jumlah Rp451.000,00

( Empat ratus Lima puluh Satu ribu rupiah)
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